BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis terhadap data yang di kumpulkan untuk
memecahkan permasalahan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagal pelaku tindak pidana
kurang efektif karena dampak negeatif yang diterima anak jauh lebih besar
Jika dibandingkan dengan dampak positifnya selain itu pidana penjara bukan

tempat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mental anak.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan ‘di’ atas, maka dapat dikemukakan beberapa
saran sebagal berikut:

1. Pidana penjara seharusnya merupakan alternatif terakhir yang harus diambil
dalam menjatuhkan pidana, karena selain pidana penjara masih ada alternatif
lain yang dapat dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
seperti pidana denda atau pidana pengawasan, sesuai dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 23 ayat (2)

2. Untuk mencegah terjadinya anak sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu

perhatian dan bimbingan lebih dari orang tua baik didalam rumah maupun

diluar rumah.
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